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'aparat penegak hukum Ada pu!a yang
berpendapat bahwa . KUHAP _yang diundang-

kan pada tahun 1981 Uy No. 8 tahun 1981)
masih ‘memiliki kelemahan—ke!emahan karena
itu periu dxrev151 Pendapat demikian adalah
wajar,
perb kan atau penyempumaan
Penyempumaan Undang«undang, apalagn
suatu undang—undang yang menggannkan HIR

yang_ “berlaky semen;ak zaman .kolonial dan -

waktu dﬁceluarkannya dianggap sebagm suatu
"Karya Agung” memerlukan penelitian _dan
penilitian, seobyekuf mungkin, perlu "diag-
nosa” yang tepat agar benar-benar meag-
has:!kan {erapl yang tepat puIa

Dxmakiuml puEa suaty undéng—undang

Suatu peraturan pemndang-undangan yang
kurang sempurna, bila pelaksanaannya baik,

maka has:lnya .akan baik. Sebahknya suaty
peraturan perundang—undangan yang dmggap '

sempuma . lapi. pelaksanaannya tidak baik,
maka hasxlnya pun akan kurang batk

Bﬂa peraturan - perundang«undangan -dan

AM PERLINDUNGAN
HAK TERSANGKA DALAM KUHAP ..

karena bermaksud umuk membuat ;
' { I, EUBAP dan Sistemn Peradilan Pldana

FER N m \\\m \%m\m\\ \%\m k\:\_ ‘Q‘\\\\\%\‘%\k\\\&\\%\ S \\\\\ |
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negaré, termasuk Eenmnya aparal penegak

hukum, memerlukan evaluasi dan penyem-

| purnaan secara terus menerus.

Kita perlu mengakui, bahwa walaupun
telah diadakan usaha-uszha penyempumaan,
aparatur negara secara keseluruhan termasuk
aparatur pemerintahan dan aparatur penegak
hukum, masih banyak memiliki kelemahan-
kelemahan dan kekurangan-kekurangan.

(Criminal Justice System)

Sebagai titik tolak yang telah merupakan
konsensus nasional, adalah bahwa selursh

| kehidupan bermasyarakat dan bernegara kita

didasarkan pada. Pancasila dan UUD 1945
dijetaskan bahwa  negara Indonesia adalah
negara hukum dan bukan negara kekuasaan .

Men;elang akhir_abad XX ini, umat.ma-

| nusia disamping ' mendambakan. demokra-

khususnva “yang. menyangkut hukum acara, | tisasi, kesejaberaan yang lebih baik dan lebih

sangat tergantung dari aparat pe[aksanaannya | merata, pelestarian lingkungan hidup adalah

keadilan yang menjamin - kepastian - hukum
vang menjamin hak-hak - asasinya. Di Indo-
nesia semua ini telah pula tertampung dalam
GBHN. HIR yang berfaku sarnpai KUHAP
dlundangkan tidak melmdung: hak-hak ter-
sangka, yang merupakan bagian dari hak asasi
manusia. Prinsip- -prinsip  hak asasi manusia

dpardl. polaksanaanya - menvangkut hak . warpa

negara yang dalam pelaksanaannya dirasakan

ada kekurangan, .maka -hal tersebut memang
penting untuk ditelaah secara selsama.

~Hampir .30 whun - vang laly,  Presiden

Subario telah menegaskan bahwa . aparatur

sebagai tercantum dalam "Universal Decla-
ration . Human .Rights” (1948) telah dapat
ditemukan dalam pasal-pasal KUHAP.

«»-Dalam sistem peradilan pidana. ladonesia,
seperti-tercantum dalam KUHAP, di-samping
terdapat fungsionalisasi . (yang penting untuk
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s Po!ri
o lEs | os
Kejaksaan

. - Lembaga Pemasyarakatap oo oo

i ﬁ% -Kgmbalikemasyarakat' e

KUHP yang berasal dari zaman kolomial, yang
menganut "Vergeldangs theorie”, yasm meng-
hukum “kejahatan, bukan untuk memperbaiki
terpidana- dalam . lembaga - pemasyarakatan
(Correctional ‘institution).- Hal‘ini dapat meng-

penyidik, ‘penuntut umum, hakim, pengacara
dan‘pejabat lembaga pemasyamkatan bahkan
d: kalangan masyarakat uas. :
Gagasan ‘uptuk merubah HIR telah ada
semenjak tahun 60-an bahkan pada permulaan
tahun” 60-an telah ada RUU yang diajukan
pemcnntah ke DPR GR Tapa baru pacia zaman

| /an.hak-hak . tersangka

| pejabat . tersebut - di: -aias - “menomorduakan”

| ke DPR. Sikap Menteri Kehakxman
' sangat demok.ratts sekah

Awaloedm serta d:bantu oieh

kesepakz[an mengena: pentmgnya
adanya _

masmg-masmg aparat :
Naskah KUHAP yang dibahas oleh [

kepentingan aparat masmg—masmg “dan’ terus
berpegang pada kesepakatan tersebut di atas

Setelah  RUU  ditandarangani Presnden
Menteri Kehakiman Mudjono menyam

membenk

| rUU yang dlsampatlcan pemetmtah
: undaag—undang yang dxhasnlkan oleh DPR.

 Untuk menyatukan pengeman men enal
KUHAP yang bam itu, rnaka diadakan penatar—
an gabungan antara anggota Polri, Kejaksaan
dan’ para haktm_ di seluruh Indonesxa ‘Julukan

1| "Karya Agung” atau'”Maste: Piece” diberikan
ity terhadap KUHAP yang dlundangkan men;ads
Masalah yang maslh “‘dihadapi adaiah_

Undang—undang No 88 Tahun 1981 tndakiah
salah.

’Karya Agung adaiah karena perhndungan
terhadap hak ter&mgka yang begitu lengkap
semenjak dari tahap penyelidikan sampai ke

| pengadilan dan ‘lembaga pemasyarakatan
akibatkan -persepsi- yang tidak ‘sama antara

Juga, kejelasan pembagian - fungs: “secara
horizontal antara penyidik, penuntut mum

| dan perad:ian menggambarkan kejelasan | tugas
| dan tanggung jawab. Juga KUHAP memben—

kan jaminan “petlindungan hak- hak tersangka.
Dalam tzhap penyelidikan dan peny;dlkan
penangkapan dan penahanan d:perlukan bukn
permulaan dan bukii vang cukup. Hasil’ BAP

! penvidik diperiksa ‘oleh penuntut umum dan

naskah R‘U‘U pengganu
mengadakan studi perbandmgan terutama
dengan Negeri ‘Belanda. Padz tzhun 1979,
naskah Prof. Umar- Senoadji tersebut "dikaji
secara terpadu’ antara  Menteri - Kehakiman
Mudjono, Jaksa Agung Ali- Said dan Kapolri
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R sap, setelah; bila' “tidak lengkap  dikembalikan ~kepada

penyidik- untuk- dilengkapi. Di pengadilan,
jaksa " penuntul umum “berhadapan’ dengan
hakim dan juga pengacara dasi terdakwa.’ =

Peny:dskan dapat diartikan sebagai wewe-
nang untuk melanggar hak asasi’ manusia




: secara syah dan legal Karena it 1.yang diberi

-~sendir, p-ertl }uga profesmnahsrﬂé 'pér.lun'-
: tu!:an serta.-hakim._dan pengat:ara Di. masa

: berbuny; “Penyidik ‘adalab
; arg Re;oubhk Indonesm atay
pqabat Pegawm ‘Negeri “Sipil fertenty yang
diberi: wwenang kbusiis oleb. undang-nndang
untuk melakukar peny:dzkan” e
#“Kepangkatan' peny:dx!c dan- penyzdik pem-
banty, cara pengangkatannya serta wewenang-
nya diatur dengan cukup jelas.dalam KUHAP.:

Peny:dxk untuk’ tindak pldana khusus yang
diatur” di - Joar “KUHP : seperti tindak “pidana
korupsi; tindak “pidana “ekonomi dan’ findak
pidana subversi, sebelum dimasukkan *dalam
rumusan'RUU KUHAP; disepakati oleh ‘Menteri
Kehakiman. Jaksa “Agung dan - Kapolri ~agar
juga-jaksa, -di samping “penyidik “Polri “juga
bertugas sebagai penyidik sampai ada. per-
aturan:yang -menyatakan untuk- memberlaky-
kan KUHAP sebagai hukum acara. untuk
pidana khusus itu (pasal 284 KUHAP). Sistem
peradilan. pidana - seperti yang _ diatur. dalam
KUHAP adalah suaty sistem peradilan pidana
yang: terpadu  (Integrated . Criminal Justice
System) yang tidak mengkotak -kotakkan
fungsi penyidikan, penuntutan dan pemasya-
rakatan, tapi satu kesatuan dan keseluruhan
yang menjamin kepastian hukum dan keadilan
bagi warga negara umumnya. dan tersangka
pada khususnya

Sepem dmyatakan terdahulu KUHAP me-
rumuskan hak-hak tersangka atau terdakwa

«Hak . perkaranya’ segera_-.f.diajukan { ke

pengadilan (pasal 50 (3)); -

- Hak - mempersxapkan pembelaan (pa.sal-_

51a);

-Hak: d:bentahukan perahai apa ya:ag di-
“dakwakan kepadanya (pasal 51b); -
-+ Hak:memberikan' keterdngan seeara' bebas .

(pasal 52), karena itu harus di;auhkan ‘dari

~rasa “takut, dan’ untukitu“harus’ dicegah
7 adanya *paksaan ‘atau tekanan tedaadap: '

tersangka atau terdakwa e

© “Halk untuk meadapat bantuan ]UFU bahasa
~(pasal 53 (D))~ o

* Hak mendapat bantuan dalam hal bxsu tuli
- (pasal 53 (2)); '
-+Hak :suntuk . -mendapat bantuan hukum
ii(pasal 54, 55). s

~ Tersangka atau terdakwa berhalc mendapat

bantuan hukum ‘dari seorang -atau -lebih

'penasehat hukum selama dalam waktu dan
-i'pada“setiap - tingkat * pemeriksaan, - Ter-

sangka atau terdakwa berhak ‘memilih

<. :sendiri-penasehat: hukumnya (pemeriksaan
" within sight and:within hearing); :
“Hak -untuk ditutjuk pembela dalam hal
=z:-dakwaan. dengan -ancaman: hukuman: mati

(pasal: 56). Jupa bila tersangka - tidak
mampy, - penyidik -wajib - menunjuk - pe-
nasehat -hukum bagi tersangka. Penaschat

‘hukum yang ditunjuk oleh -penyidik atau
-z:oleh hakim, -memberikan . bantuannya
- dengan cuma-cuma;,

--Hak .menghubungi penasehat hukunmya
. (pasal 57:(1)) sewakt diinginkannya; =
«:.Hak ‘penasehat hukum bagi orang asmg
= {pasal 57 (2); :

-Hak“menerima kunjungan dokter pnbadl

(pasal 58);

- Hak - diberitabukan kepada. keluarganya
::Z“..(pasai 590,

Hak menghubungi dan mencrima kun—

.jungan keluarga (pasal 60 (8)); -
‘Hak. mengirim: dan -menerima surat (pasal

secara lengkap dalam banyak pasal. Pasal 50
(1), misalnya, mérumuskan hak mendapatkan -
pemeriksaan dengan -segera.” Bagi tersangka
yang ditaban dalam waktu satu kali‘dua puluh
empat-jam-harus - mulai - diperiksa - oleh
penyidik pasal 122 KUHAP, : '

LY

Surat. --menyﬁrat dak diperiksa  oleh

penyidik, - penuntut ‘umum, hakim atau
" pefabat sumah whanan negara kecuali jika

terdapat alasan untuk diduga, bahwa surat

* menyurat ity disalahgunakan,
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o -.-'.=..'-_Hak menghubungl dan menerima ‘roham-._

Hak : diadili-di 's:dang yang terbuka

- 'untuk umum (pasal 64);

C _Hak mengumhakan dan. mengajukau wksn»
- .Sﬂ__kS_l ahil atay wksx ade charge (pasal 65;

Jadl Ielaslah bahwa KUHAP sudah ‘mem-
berikan cukup-hak-hak kepada ..ter_sangka atau
terdakwa, Yang dipersoalkan apakah . dalam
prakiek - dewasa - ini- semua. hak-hak ‘tersebut

sudah . benar-benar terlindungi.: Inilah  yang
perlu diteliti dan ditelaab: secara seksama agar
dapat ‘diambit - langkah-langkah yang tepat
untuk memperbaikinya.. . -}

- Kendala. ‘dapat: terjadz pada kemampuan
tekms profesional pejabat “aparat penegak
hukum seta sikap mentalnya, pada sarana:dan
prasé;_ran_a, ruang -1ahanan sampai lembaga
pemasyarakatan, atau juga, kurang -adanya
sanksi; :bila.aparat penegak -hukum.melanggar
hak-hak tersangka dan terdakwa tersebut.

“‘Sebagai “contoh: -tidak adanya penasehat
hukum vang ‘mendampingi tersangka ‘dalam
hal ancaman hukuman ‘mati, ‘seurnur - hidup
atau 15 1zhun‘penjara. Bagaimana sanksinya?
Yang sering “ditulis di media ~miassa adalah
paksaan: oleh oknum aparat penegak ‘hukum
khususnya penyidik agar tersangka memberi-
kan keterangan, apalagi bila ada peny:ksaan

I Peran - Aparat ‘Penegak- anum dalam
Perlindungan Hak Tersangka . dalam
Yang tercakup - dalam ' istilah ~aparat”

adalah rumusan wgas pokok dan fungsi-fungsi

‘ peny:dxk sebagal benkut

Potn mempunyal tugas pokok dan fung51—

empuf dan” sebagai bagian dan :
]uga memallkl fungss sebagal kekua

dengan kekuatan. senjata, - Dal
Poln berhadapan dengan mas ar

jiwa, harta benda dan hak hak asasiny: a
termasuk . daiarn &ssem peradllan pidar

repres;f 'y'usmlal dx mana tenna.suk du dalém-
nya tugas dan wewenang penyld:kan b X

2. Menerima laporan.. atau pengaduan dan
b. .Menyuruh berhenti 's'eé'e.o'rang tersangka
-+ dan_memeriksa tanda pengeaal dari ter-
sangha;. ;

¢..» Melakukan

penangkapan

. ;penggeledahan dan:penyitaan; _

d. -Melakukan pemer;ksaan dan : penyltaan
© surat;

e.-Mengambil sidik jari dan memotrel se-
“seorang;’ :

[, “Mengamibil * orang  untuk dldengar dan
- dipetiksa sebagai tersangka atau saksi;

g Mendatangkan orang ahli yang diperlukan

“rdalam hubungan dengan pemenk.saan
*'perkara;

h. "Mendatangkan crang 2hli yang d:perlukan
* dalam hubungan dengan pemerlksaan
' perkara _

i, Mengadakan penghen{aan peny:dikan o

j Mengadakan tindakan menuru[ hukum

yang benanggung Jawab i

: penahanan

vang jelas, susunan organisasi, sistem ‘per-
sonalia; -hubungan dan tata:cara kerjaintern
dan elkstern, sarana-dan prasarana seria sistem
pengawasan. Yang termasuk aparat penegak
hukum adalah Kepolisian: Negara RI;Kejaksa-
an, Peradilan -dan Lembagd: Pemasyarakatan.
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penyehd:k daiam pasal 4 eragas benkut

a. Karena jabafamzya untuk: -
1..=Menerima- laporan .atau pengaduan dari
© - seseorang:tentang adanya tindak pidana;:
2. Mencari keterangan dan barangbukti; -




: 'Menyuruh berhenu seseorang yang di-

Seperti diuraikan -di atas, " KUHAP sangat
| memperhatikan hak-hak tersangka. Di:banyak -
+"| negara:hak korban tindak pidana -sudah’ pula
{ diperhatikan - dan - diatur “dalam - peraturan
‘perundang-undangan: Bahkan, - ¢abang: ilmu
tentang  korban ke;ahatan telah pu!a ‘ber-
{ kembang (v;aamolog:) i :
] 'Bila aparat penegak hukum benar~benax '
'g ."memahaml KUHAP dan menghayatl semangat

< | serendah. _mungkin, Semua -aparat. penegak )
hukum - dlharapkan -sudah menghayan dan
' mengamalkan Pancasila. . :

Polri, memiliki pedoman h:dup, Yaalu ”Tn

i Brata":yang, diikrarkan seluruh. anggoia ‘Polsi
pada Uuls 1955 yang berasx asas-asas:.

. i : { 1. Rasira Sewakottama, Polisi adalah abdl
-.-*4"“5‘.'1’9””““‘!’ P"”}"d"@ penyehdzk daf’“f | . utama dari pada Nusa dan Bangsa '
-melakukan tindakan berupa: . o | 5 “Nagara “Yanottama, Polisi “adalah warga
.: Penangkapan, larangan menmggalkan tem- | 'negara teiadan danpada Negara o

pat, penggeledahan dan penyntaan Yana " Anusasana Dbarma,  Polisi wajib
;! Pemeriksaan dan penyitaan surat;. ketertaban pnbad: darapada
.';-=:.Mengamb11 s:dxk Jari dan “memotret :se- 3

3.
“menjaga’
-+ rakyag::

o seorang; - ' It dara “Tri Brata” dapa: dwlmpulkan
4. "Membawa dan menghadapkan seseerang | sebagai: 1; Bhaki; 2. Dhatmaz dan 3. Waspada
“'kepada‘penyidik. - 3 Sebagal abdi utama, pejabat poitsn ‘melakukan

Penyelidik wajib melakukan tmdakan pe-
nyehdlkan_ dalam hal, penyel:dnk mengetahu: :
men _laporan dan pengaduan tentang -
terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga | dengan- tulus ikhlas ‘tanpa - mengharapkan
merupakan tindak p:dana (pasai 102) © | balasan:apapun juga. la. menanam kepercaya-
an: di. kalangan masyarakat dengan.. tingkal
organisasi Polri, termasuk fungsi reserse atau - laku yang tidak tercela dan lepas dari pamrih,
"criminal investigation”. Fungsi ini secara |  Sebagai’ warga ‘negara teladan, misalnya,
teknis .cukup. kompleks dan . memerlukan | pejabat polisi menjunjung tinggi “hukum,
kemampuan {eknis: yang khas. yang sermg‘ bersikap tidak 'sebeiah-m’enyebelah dan ‘berdiri
menuntut penanganan secara dlmiah (Scientific | di atas segala aturan dan paham politik. Peja-
Criminal - Investigation) ' dalam -laboratorium | bat polisi- melindungi hak asasi-tiap anggota
forensik. Tujuannya adalah -agar perkara pida- | masyaakat berintikan kebebasan dﬁ“ 538313
na menjadi ‘terang, -sehingga yang -bersalah - keiakutan

tugasnya ‘dengan penth kesungguhan ke-
skhlasan dan 'perasaan tanggung ;awab

Tugas penyehdﬂcan dan penyxd:kan daiam

1 "yzng dimaksud. perumusnya, maka pelang- .
;| gamang terhadap hak: tersangka udak akan
1 terjadi atay .sekurang-kurangnya dapat ditekan

dihukum dan:yang tidak bersalah dilindungi. -

““Dalam Brata ke- 3 Eersxmpul bahwa pe;abat

Balarpenyelidikar duipenyidican, ~per
nyelidik dan penyidik harus tetap berpegang
pada asas praduga tidak bersalah, walaupun
semua buktl telah cukup dan ‘BAP “telah
diterima . oleh jaksa untuk  diteruskan ke -
pengadilan.-.,. - —_— e

polisi e UNjUnE TingE Kejljuran, Rebersinan
dasi kesederhanaan.'Ja bersikap tenang, sopan
santun, sabar dan tidak terombang-ambing

oleh keadaan apapun juga yang dihadapinya.

'+ Di-samping Tri Brata, Polri‘memiliki pula

| pedoman kerja Catur Prasetya; yaitu: -
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Satya “Haprabu; setia-’ kepada Negara

; Bepubiikilndonesia;‘-:' :

Hanyaken musuhy; memadakan musuh

3 Gineung - Pratiding, ‘tiap ‘saat mengagung-
kannegara Repubhk Indones:a <

. Tansa Trisnz, tanpa tenkat oieh sesuam

apapun dalam mengutamakan kewapban—

' nva.;-’_’_sep:'mg--pauwh"- :

xagian dar: ABRI an juga tenkat

dan-_ mengamaikan Pancaszia (sepem
1uga “selgruh “rakyat” lndonessa) “Sapta: Marga,
pedoman hldup Poln Tn Br.ata, ‘Pedoman

“Kifa mmhama bersama menghafaikan ini
semua tt-dak sama dengan menghayatx dan

_ Premden Suha:to dan Menhankam/Pangab
M. Jusuf 20 tahun ‘yang laly mengamati bahwa
c:tra dan w1bawa Polri. sudah menurun.

' ika kita. membicarakan . tentang bagai-
mana meningkatkan kembali kewibawaan ity,
pertama . Kita . harus cari sebab-sebab _yang
mengaklbatkan penurunan kewibawaan itu.
Sudah pasti . sebab-sebab . it .. bermacam-
macam dan untuk menemukan keseiuruhan-
nya memedukan peneiman yang. lebnh cermat
dan akan memakan waktu yang, cukup lama

. Namun --demikian, - Menhankam/Pangab
secara - tepat- telab- memberikan - pengamatan-

nya;-bahwa -vang ' paling - dasar-yang - me- .

nyebabkan menurunnya wibawa 'Polri adalah:

--Kemampuan teknis profes:onal khas ke- -

- polisian;...
- - Pemberian peiayanan kepada masyarakat

Setiap-+anggota Polri harus mahir -dalam
bidang hukum dan yang periama-tama yang
harus tunduk ~kepadanya.” Dengan- dilandasi
pedoman hidup Tri Brata dan kemampuan
teknis - profesional, maka seyogyanya tidak

e A R o Polv-yang tidaic relindongiy

hak masyarakat termasuk hal tersangka apalag:
melanggarnya.

“Tapi, seperti halnya’ dengara pengamalan
Pzncasila - oleh -seluruh - raléyat -dan - aparaiur

nepara, kenyataan di-lapangan seringkali fain:
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+ Polri, -

{ katannya dari "Verbalisan

* Yang dikhawatitkan' masyarakat: terhadap
-adalah ~agar. pejabat = penyelidi
penytdik Polri tidak melanggar dan menyalah-
gunakan wewenang - yang- diberikan . epada—

mtefogator sam-
pai kepada kemahiran dalam berbagai bidang
kejahatan “seperti pembunuhan, perampokan,
narkotika, corporate ‘crime,” computer crime
dan' sebagainya, serta zhli-ahli ‘di: bidang
identifikasi dan laboratorium forensik:; o

Secara -teknis -fungsional, -Direktorat” Re-
serse Mabes Polri ikut bertanggung jawab atas
kemampuan serta sikap seluruh jajaran reserse
dari -Mabes Polri sampai ke Resort:Tugas
tersebut dilakukan melalui Direktorat: Reserse
Polda sampai ke bawah. . . _

Secard hierarkhis, Kapolres melaim Kabag
Reserse di Polres membina serta mengawas:
seluruh pelaksanaan tugas pe}abat resere di
jajarannya,

Jadi, ada pengawasan bemngka[ sesua;
dengan *susunan Organisasi dan ada pula
pengawasan d:agonal d; bxdang lekms fung—

' s:onal

“Di samping itu, Polri memiliki Irjen Pol di

| tingkat Pusat dan Irpolda di semua *Polda,

secara fungsional adalah tugas para Irjen dan
Inspelaur, initah untuk mengawasi apakah hak
tersangka dilindungi dan menindak bila terjadi
pelanggaran terhadap hak tersebut, ~:v-

~Di samping #u, KUHAP ‘ielah mengatur

eGP prapera”ﬁ’ﬁﬁ“ﬁw*ﬁ‘ﬁﬁﬁ“’?Wha-
bilitasi, :
. Pemszup- :

KUHAP telah merumuskan secara lengkap
tentang hak-hak tersangka dengan maksud




" pene _1t:an" yang seksama agar asas-asas yang
sudah baik jangan tercabut dan justru pasal-
pasal yang ‘kurang- ba:k diteruskan.-Apa yang
membe i julukan:; pada KUHAP," sebagaz

Vi e” dan "Karya Agung™?:. '

: Andalkata KUHAP, :tidak-. d:revssa .maka
_ ;hndungan [erhadap ‘hak-hak
tersangka mas:h-_banyak caranya seperti: -

1 Pend:d:kan dan pembinaan terus menerus
-Z-pada semua. .aparat -penegak - hukum agar
.. benar-benar. berpegang dan mengamalkan
o pedoman h:dup, pedoman kerja atan kode

" etik masing-masing. -

2. Seleksi dan pendidikan tekms profesxonai

.seperti - untuk menjadi -penyelidik. dan

':':penyj,dlk Polri -yang kemudian  disusul

":"_ﬁtldak hanya dengan pengawasan . melekat |
_tapi ;uga pembmaan melekat secara terus-

menerus. Teknik dan takiik reserse tidak-
__lah mudah tennasuk Eekmk dan taknk

- dilaksanakan :sebaik-baiknya,

'-1'..m;erogasn _yang dlperlukan dalam pe—

1 ‘metiksaan tersangka; -

Pembinaan . dan pengawésan daiam orga— .

- -yang . teknis - _fungsional yang.. bersfat 3
'?dxagonai dari Darektorat Reserse Mabes o
- Polri sampai ke Resort; . '

4. Pengawasan fungszonal "semen;ak Irjen
Polri Mabes sampai Trpolda-Trpolda seluruh A
Indonesia. Bila ada pelanggaran, Irpolda -
dan Ijen segera dapat mengusulkan

tindakan atau “"sanksi® yang bersifat
disiplin atau administratif. kepada pejabat
yang berwenang. Bila® [erdapai unsur
= kefahatan perkaranya harus dzteruskan ke
“pengadilan; -
5. ‘Pengawasan oleh masyarakat (socual con-
trol) sseperti. LB!—I med:a massa dan lam-
P ]_aln %,
6.:.Adanya pengaturan {entang praperadllan
© ganti rugi dan rehabilitasi dalam KUHAP.,

" Penulis “berpendapat, tanpa mengurang

- pendapat “yang mengusulkan revisi' KUHAP,

khususnya -untuk memngkalkan perlindungan
hak “tersangka, bila “yang ‘6 butir di afas
‘maka  kasus

. pelanggaran terhadap hak tersangka  akan

dapat-: ditiadakan atau sekurang-kurangnya
ditekan serendah mungkin. o
Penulls Jenderal Polist (Pu.m) Prof. 'Dr. Awalocdin

_Djamln M.PA.
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 nisasi. Polri ada yang berbentuk. h:emrkhis_. L
oleh. I{epala -kepala secara’ berjen;ang, ada '






